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Perjalananan

Sistem Kompetensi Nasional

Merupakan pengembangan sistem penyiapan tenaga kerjo dengan paradigma baru
dimulai pada awal tahun 2000 yang ditandai dengan SKB 3 Menteri (Menteri Tenaga Kerjs, Menteri Pendidikan Nasional. Menter Perindustrian) dan
Ketua Umum Kadin Indonesia

1990 1999 2003 2004 2018
Dewan Latihan BN3P UU No. 13 Peraturan Peraturan
Kerja Nasional ( . Tentang Pemerintah No. 23 Pemerintah No. 10

DLKN penggabungan Ketenagakerjaan

( _ ] DLKN dan g J Tentang Tentang

Majelis MPKN) UU No. 20 BNSP BNSP

Pendidikan Tentang Sistem

Kejuruan Pendidikan

Nasional Nasional

(MPKN)



TUGAS DAN FUNGSI BNSP
MELAKSANAKAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA

Pelaksanaan dan pengembangan sistem
Pelaksanaan dan pengembangan 3 ; o :
sistem sertifikasi kompetensi kerja sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi

£l

= Pengembangan pengakuan sertifikasi
Pembinaan d‘an pengdawasan BN SP kompetensi kerja nasional dan
pelaksanaan sistem sertifikasi = internasional
kompetensi kerja nasional RADAN NASICNAL SERTIFIKA 2

Pelaksanaan dan pengembangan Pelaksanaan dan pengembangan sistem

_kerja sama antar lembaga, baik data dan informasi sertifikasi kompetensi
nasional dan internasional di bidang kerja yang terintegrasi.

sertifikasi profesi

Berdasarkan PP 10 tahun 2018
Tentang
Badan Nasional Sertifikasi Profesi




ISU STRATEGIS

Kondisi Eksisting
Ketenagakerjaan '
Bonus Demografi
MEA '
(Masyarakat Ekonomi ASEAN) Industri 4.0




KONDISI KETENAGAKERJAAN

tingginya mismatc Berkem

s e B mgen b s
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Mismatch -

Indonesia membutuhkan .

lebih banyak pekerja

berketerampilan

mmlmﬂﬂ Labor Belum optimalnya proses
Better Market perpindahan p!kllhi: ;i

Flexibility .

Skills

(2015)
Kebutuhan Pekerja Terampil 2045




BONUS DEMOGRAFIL

Rasio Ketergantungan
per 100 Penduduk adalah 51%

TAHUN 2025 - 2035

o Usia Produktif mencapai 70 %

o Usia Muda (15 — 35 tahun)
mencapai 30 %

Kunci Mengelola Bonus

Demografi:

o Kesehatan

o Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi

o Iklim Ketenagakerjaan




REVOLUSI INDUSTRI

INDUSTRY 4.0

- ]

Kecepatan Perubahan

Eksponensial
Mengubah Ekosistem dan Proses Industri:

Kombinasi manusia, mesin dan BIG data
yang mengakibatkan Industri BERKURANG/
tutup dan ada Industri TUMBUH

|

Mengubah tatanan Ketenagakerjaan dimana *  Mengubah Paradigma Berbagai
akan ada pekerjaan yang BERKURANG Sektor Ekonomi / Bisnis,
bahkan HILANG dan ada pekerjaan baru Menuntut kebutuhan Masyarakat/Komunitas, Individual,

yang TUMBUH KETERAMPILAN BARU dan Pemerintah




ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0: CYBER PHYSICAL SYSTEM

Revolusi Industri ke 4 adalah sebuah Silent Revolution dan disebut juga Economic Disruption, menuntut setiap
individu benar-benar kompeten dan bersertifikat untuk personal branding.

INDUSTRI 1.0 INDUSTRI] 2.0 IMDUSTRI 3.0 INDUSTRI 4.0
1784 1870 1969 SEKARANG
Mechanization, steam Mass Production, Automation, computers, Cyber Physical Systems,

power, Weaving loom Assembly line, electrical And electronics Internet of things, network
energy
ﬁ Smart Houses ﬂ Smart Offices J

kﬂ Smart Factories ol=n Autonomous Vehicle



PETA DAYA SAING TENAGA KERJA INDONESIA
DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

Produktivitas Pekerja (ribuan USS)

Peingkat Daya Saing Tenaga Kera Indohesia
Hegara 2ms 26 A Perubahan (%)

48
Singapura 1278 1318 3.2 &3 a7 47
Malaysia 55.7 56.4 1.3 @ \
Thaftand 265 83 68 4 -
Inoones:a 243 229 25 44
Filiping 181 18.7 3.3 41
Lacs 111 115 36 42
Myanmar 2.7 0.6 B5.0 1
Vietnam 9.6 10.2 6.3 L
Kamboja 57 6.2 8 7 i -

014 2015 215 2017 2018
t: Puty &gus Praniuamitrs « Source: Asisn Productivity Organizatior Dkatadata ¥ databoks

Tingkat produktivitas pekerja di Indonesia masih tertahan di peringkat ke-4 untuk kawasan ASEAN, di bawah Singapura, Malaysia,
dan Thailand. Data dari Asian Productivity Organization (APO) menunjukkan tingkat produktivitas per pekerja Indonesia pada
tahun 2016 sekitar US$ 24.900 atau setara dengan Rp 354 juta (asumsi kurs Rp 14.200/USS$).




SDM UNGGUL

Sertifikasi diharapkan dapat menjamin sumber daya manusia yang memiliki skill dan mampu beradaptasi
terhadap perkembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan industry (link & match)

Link & Match with Industry

Skill/Agility & Dynamic

High Competitiveness

Characteristic & Serve



TARGET DAN PELUANG
PENGEMBANGAN SDM
DI INDONESIA

£

e

VISI PRESIDEN
2018-2024

Salah satu dari 5 Visl Indonasia adalah

PEMBANGUNAN

SUMBER DAYA MANUSIA

Adanya bonus demografi yang
diprediksi terjadi pada 2020-2030
dan melimpahnya tenaga kerja
produktif di Indonesia harus dapat
dimanfaatkan dengan balk sehingga
dapat mendukung pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi nasional.

SDM
FROFESIONAL
KOMPETITIF

KOMPETEN

INDUSTRY 4.0

. ﬂ
El

L
¥ R

Automation Gmnﬂm Cloud Computing Internetof Things BigData  System Integration



Laju pertumbuhan produktivitas
Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Masih B ey T s e e

Rendah, hanya 21% dari Amerika Serikat. Laju

Pertumbuhan Produktivitasnya lebih lambat 'M4onesia 1,37%
dibandingkan negara ASEAN lainnya. Malaysia 2,16%
Sumber: Asian Productivity Organization, Sept 2018 Vietnam 4,39%
Thailand 5,28%

Daya Saing Indonesia Membaik, Naik 11 Peringkat ke Posisi 32 Dunia

Peringkat daya saing Indonesia menurut IMD Worl Cometitivinnes ranking 2019 membaik. Indonesia melejit ke posisi
32 Dunia dibandingkan tahun 2019 pada perngkat 43. IMD menggunakan empat mdikator utama dalampenilaannya,
yakni kinerja ckonomi, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis dan infrastruktur. Indonesia menunjukan perbaikan daya
sang yang paling menggembirakan di kawasan Asia Pasifik. Hal ini berkat perbaika efisiesi di sektor pemerintahan,
pembanguna infrastruktur, dan iklim bisnis. IMD juga menyebut salah satu keunggulan Indonesia adalah upah buruh
yang rendah diabndingkan 63 negara lainnya di Asia Pasifik. Dalam daftar tersebut, Indonenesia berada dibawah
Jepangdan Perancis vang berada di Posisi ke-30 dan ke-31. Adapun Republik Ceko dan Kazakhstan berada di bawah
Indonesia, masing-masing di posisi ke-33 dan ke-34. Sedangkan Singapura berada peringkat ke-1, Malaysia peringkat
ke-22, Thailand perngkat ke-25, dan Jepang peringkat ke 30.



TANTANGAN DISRUPSI PASAR KERJA: “A
TEKNOLOGI DAN OTOMATISASI D 4

Kementerian PPN/
Bappenas
o |||| ‘ ‘ _
52,6 JuTtAa P s'i"é; [t
458% | | 55,7%

Pekerjaan hilang # pengangguran ot 9 { S ' Msf?:a“
Teknologi mendorong terciptanya jenis pekerjaan el 42% N _

baru yang lebih produktif dan lebih besar i a A:t:t;aq::a

jumiahnya.
Indonesia
51.8%

Potensi olomatisasi
e rel as arkan sektor

Potensi otomatisasi

berdasarkan okupassi SURLN TAML,

MELAYAM,
PETERNAK, PEKERMA
KIRAIMAN




LAPANGAN KERJA DIMASA DEPAN: 2
JENIS OKUPASI YANG BERKEMBANG ’




MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 8 PROFESI YANG TERKENA
MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT (MRA)
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AMANAT TENAGA KERJA KOMPETEN

UU No. 13 Tahun 2003 Tentang PP. No 31 tahun 2006 Tentang
Ketenaga kerjaan Sistem Pelatihan Kerja
Nasional

PP No. 10 tahun 2018 tentang
BNSP

Intruksi presiden No. 9 Tahun 2016
Tentang Revitalisasi Sekolah
Menengan Kejuruan Dalam Rangka

Peningkatan Sumber Daya Manusia




TIGA PILAR SDM BERBASIS KOMPETENSI

KUALIFIKASI
PP.N0.31/2006 - STAKEHOLDERS NASIONAL
Sislatkernas T « KKNI
= OKUPASI
REFERENSI REFERENSI
LEMBAGA AKREDITASI 3
- LEMBAGA PELATIHAN /_‘ LISENSI
KERJA |
(AKREDITASI) y Oleh BNSP
PENYEDIA TVET - | @ LSP
m ) ASESMEN

EMPLOYMENT
( Employability, Productivity, Growth )




= BNSP

INFRASTRUKTUR SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
NASIONAL

7 N ot X -

'
STANDAR KOMPETENSI KERJA (SKKNI, SKK KHUSUS T— — -

YANG TEREGISTRASI, SKK INTERNASIONAL YANG —
TEREGISTRASI)
SKEMA SERTIFIKASI ASESOR KOMPETENSI
g —
# —
# —
D -
LEMBAGA SERTIFIKASI MATERI UJl KOMPETENSI TEMPAT UJ1 KOMPETENSI

PROFESI (LSP)



Sistem Nasional Sertifikasi Profesi

S5. PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTIFKASI

ASOSIAS| PROFESI
ASOSIASI INDUSTRI S Harmonisasi — MRA
KfL
SDM SKKNI Profesional,
TERIATHES gy $S. SERTIFIKAS| KOMPETENSI —>  Kompeten,
SKKI Dan Diakui
55. PENGEMBANGAN LSP P1,
KELEMBAGAAN —>  IsPP —> SS. LISENSI LSP
LSP P3
A
CLSP
TUK
SDM
SS. PENGENDALIAN MUTU SERTIFIKASI




LINGKUNGAN STRATEGIS

Tuntutan persyaratan kom Program Peningkatan
petensi dalam Kualitas & produktivitas
sistem industri Tenaga Kerja SISDIKNAS
Tuntutan kompetensi dalam Pengembangan
UU 13/2003 Naker sebagai Poros Maritim dan Sektor keuangan
ULl 3/2014 Perindustrian :
UU 5/2014 ASN .. A
UU 11/Keinsinyuran ‘ Kebijakan 3 in 1 PROGRAM SISTRANAS
UU 7/2014 Perdagangan - SERTIFIKASI
UU 10/2009 Kepariwisataan. - VMPETENQ
UU_11/2008_ ITE kominfo / KOMPETENSI
UU 18/12 pangan ASEAN CONNECTIVITY
U 192013 Perlindungan
dan pemberdayaan petani Tuntutan persyaratan kompe
UU 4/2011 Geospasial . ¥ as
UU 31/2004 Perikanan tensi dalam perjanjian Kerangka Kualifikasi Kerja N
UU 3/2005 MODA 4 GATS asional Indonesia
Keolahragaan ' SISLOGNAS (PERPRES 8/2012
UU 12/2012 pendidikan / [\
Tinggi E-ASEAN |
12 sektor Prioritas MEA




KOMPETENSI

| KOMPETENSI

Task
Management Skill Kompetensi
Kerja adalah
. Job Role kemampuan
Task Skill o Environment Skill setiap individu
yang mencakup
aspek
pengetahuan,
dan sikap kerja
yang sesuai
dengan standar
Ma‘i‘;‘;‘::f:;‘gm yang ditetapkan




SERTIFIKAT KOMPETENSI

Merupakan produk hukum
yang menjadi legitimasi
(pengakuan) terhadap capaian
kemampuan seseorang dalam
melakukan pekerjaan tertentu
yang ditetapkan oleh otoritas
yang berwenang, berbasis pada
standar kompetensi yang telah
disepakati dan ditetapkan.




PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

BAB VII

PASAL 23
Pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja yang selama ini sudah
berjalan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan/atau
telah diakui lembaga Internasional, tetap berlaku dan disesuaikan dengan
sistem sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh BNSP.



KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
PERPRES NOMOR 8 TAHUN 2012

S STRATEGIKAL
hocaud

9 Tahun Pendidikan Dasar [6+43)
Pendidikan Pra Sekolah (1-2)

DIT BELMAWA, 2012

PENGEMBANGAN KARIR (DUDI, LATKER, MASY)




PENJAMINAN MUTU DAN PENGAKUAN SISTEM SERTIFIKASI
HKIKKINI KOMPETENSI KERJA Dalam Rangka MRA/MRS

ASEAN QUALIFICATIONS
REFERENCE FRAMEWORK
2014 PUBLIKASI 2016/

TERJEMAHAN 2018
e



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SISTEM JAMINAN MUTU

MELISENSI /‘

LSP P1,P2,P3 \ MEMVERIFIKASI SKEMA SERTIFIKASI

SKEMA OKUPAS| NASIONAL
SKK SKK COMPETENT,
REGISTRASIMASTER | BCVESRY INTERNASIONAI QUALIFIED AND
DAN ASESOR KOMPETENSI -"_E_-;EHHHI PRODUCTIVE
PROFESSIONS

PELAKSANAAN B I
PENGEMBANGAN SISTEM
SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA |

FENGEMBANGAN
PROGRAM ASESMEN

PENGEMBANGAN SISTEM SERTIFIKASI TVET |

PENGEMBANGAN SISTEM DATA DAN INFORMASI TERINTEGRASI

ACUAN NORMATIF.: UU 13/2003, PP 31/2006, PP 10/2018, INPRES 9/2016, PERPRES 8/2012, PERMENAKER 2/2016, PERMENAKER 3/2016,
PEDOMAN BNSP, ASEAN GUIDING PRINCIPLES FOR QUALITY ASSURANCE AND RECOGNITION OF COMPETENCY CERTIFICATION SYSTEMS



JENIS SKEMA SERTIFIKASI

Skema Sertifikasi-
Berdasarkan
Kerangka
Kualifikasi
Nasional .
Indonesia y  Skema Sertifikasi

| Berdasarkan

Skema Sertifikasi :""“’m"“.

ompetensi

Berdasarkan (Cluster)

Okupasi Nasional




SKKNI: Ketelusuran/interface Penerapan Pada Industri, Pendidikan Dan Sertifikasi

PENERAPAN PADA PENERAPAN PADA SERTIFIKASI
PENDIDIKAN - KOMPETENSI

INDUSTRI
SKKI SKK DACUM - CP
)
Judul SOP ~ Judul Unit Kompetensi i Judul M:_ateri s Sernﬁkat;. unit
Pembelajaran kompetensi
Ruang Lingkup SOP = Deskripsi Unit ~ Ruang lingkup Materi =~  Ruang lingkup
‘ pembelajaran asesmen
Langkah utama | Elemen Tujuan Instruksional Elemen
proses =~ =~ Kkhusus (Learning ~—
Obijectives)
Instruksi kerja Kriteria Unjuk Kerja | Kriteria Pencapaian
~ (KUK) = Kriteria Unjuk Kerja = kompetensi s
Spesifikasi sesuai .~.. Batasan variabel | Kontekstualisasi = Konteks asesmen %
kontek ~ ~ pembelajaran = e
QA ~ Panduan penilaian b Evaluasi ~ Indikator ~ Panduan asesmen E
I Cd =

Kompetensi



PENJAMINAN MUTU DAN PENGAKUAN SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI

MELISENSI MEMVERIFIKAS| SKEMA SERTIFIKAS
LSP Pl,PZ,F'3
SKEMA OKUPASI NASIONAL
sisten manasemen T LA okorsiAsiaRAn |
| MUTU LSP SKK SKK “
KHUSLIS INTERNASIOMAL e SDM KOMPETEN,
: I REGISTRASI MASTER o HARMONISASI PROFESIONAL,
PELAKSANAAN DAN ASESOR KOMPETENS! L. |
PENGEMBANGAN _ KERJASAMA BERKUALITAS
SISTEM SERTIFIKASI REGISTRAS! LEAD ASSESSOR SKEMARSEE4 ] |
KOMPETENSI KERJA LISENS1, ASESOR LISENSI, =2SKKNI KELEMBAGAAN
S I ASESOR LISENSI MUDA = |
I SKEMA KLASTER
PENGEMBANGAN T
I PROGRAM ASESMEN SKK INTERNASIONAL
ZZSKKNI

I VERIFIKASI TUK

PENGEMBANGAN SISTEM SERTIFIKASI PENDIDIKAN | |
DAN PELATIHAN VOKASI

b

PENGEMBANGAN SISTEM DATA DAN INFORMASI TERINTEGRASI

ACUAN NORMATIF.: UU 13/2003, PP 31/2006, PP 10/2018, INPRES 9/2016, PERPRES 8/2012, PERMENAKER 2/2016, PERMENAKER 3/2016,
PEDOMAN BNSP, ASEAN GUIDING PRINCIPLES FOR QUALITY ASSURANCE AND RECOGNITION OF COMPETENCY CERTIFICATION SYSTEMS



ARAH KEBIJAKAN BNSP

\ DATA DAN INFORMASI




SERTIFIKASI TENAGA
KERJA TAHUN 2006 - 2020

911 152

615 SBB

TOTAL
4,926,635 m““”
358,070
355, 335 350 975 231 962
286,073 23 4 008 205 910
201 406 236,437
201,968
muu? I I I ins 3 I I

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020




KLASIFIKASI JENIS LSP

LSP PIHAK KE TIGA

LSP yang didirikan oleh asosiasi industri
dan/atau asosiasi profesi dengan tujuan
melaksanakan sertifikasi kompetensi
kerja untuk sektor dan atau profesi
tertentu sesuai ruang lingkup yang
diberikan oleh BNSP.

LSP PIHAK KE SATU INDUSTRI

LSP yang didirikan oleh industri atau
instansi dengan tujuan utama
melaksanakan sertifikasi kompetensi
kerja terhadap sumber daya manusia
lembaga induknya, sesuai ruang
lingkup yang diberikan oleh BNSP.

LSP PIHAK KE DUA

LSP yang didirikan oleh industri atau instansi
dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi
kompetensi kerja terhadap sumber daya
manusia lembaga induknya, sumber daya
manusia dari pemasoknya dan /atau sumber
daya manusia dari jejaring kerjanya, sesuai
ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.

LSP PIHAK KE SATU LEMBAGA
DIKLAT

LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan
dan atau pelatihan dengan tujuan utama
melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja
terhadap pesert pendidikan/pelatihan
berbasis kompetensi dan fatau sumber daya
manusia dari jejaring kerja lembaga
induknya, sesuai ruang lingkup yang
diberikan oleh BNSP.
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SUMBER DAYA SERTIFIKASI

LSP Pl

JUMLAH ASESOR YANG
1.427

ASESOR
TERREGISTRASIDIWER 40.167 -

TOTAL

~81° 1.807

LSP P3

2998

SUMBER : DATA BNSP, JUNI 2020

MASTER
ASESOR kol
MASTER ASESOR 125

125 ORANG

JUMLAH TUK YANG
TERREGISTRASI DI WEB 13.574 <«

ADALAH 13.574 TUK




SEBARANLSP

KALIMANTAN
SUMATERA s SULAWESI
238
Y | 60 PAPUAdan MALUKU
; ’
A
s | -
-» T,
=

ACEH 32 ﬂKl]AHA.RTl 331 KALIMANTAN TIMUR 14
SUMATERA UTARA 31 ]:.HLWA BARAT 't 282 KALIMAMTAN SELATAM 19
SUMATERA BARAT : 51 jAWﬁTEHGHH : 244 SULAWESI BARAT =11
RIAL 20 ]AWATIHUR f 379 SULAWESI SELATAN 29
KEPULAUAN RIAU (KEPRI) : 14 0.0 YOCOYAKARTA ¥ SULAWESI TENGAH ‘4
BEMGKULLU 5 BALI 163 SULAWESI TENGGARA 4l |
jAHBI 5 NUSA TENCCARA BARAT @15 SULAWESI UTARA 12
KEP. BANGKA BELITUNG 13 NUSA TENGCARATIMUR : 11 GORONTALD 3
SUMATERA SELATANMN i I | KALIMANTAN BARAT 4 1 | MALUKLU 7
LAMPUNG 135 KALIMANTAN UTARA o 4 MALUKU UTARA |
BANTEM s H!.LI.HJ\NTAH TENCAH + 10 PAPLUA T

PAPUA BARAT &

SUMBER : DATA BNSP, JUNI 2020



SEBARAN ASESOR

TOTAL
40.167

ACEH 1 274 DKI JAKARTA :4.602 KALIMANTAN TIMUR :833
SUMATERA UTARA 1691 JAWA BARAT 1 7.299 KALIMANTAN SELATAN | 697
SUMATERA BARAT : 1,158 JAWA TENGAH :5.856 SULAWESI BARAT :92
RIAU 1535 JAWATIMUR :8.206 SULAWESI SELATAN +1.127
KEPULAUAN RIAU (KEPRI) :294 D1 YOCYAKARTA :1.681 SULAWESI TENGAH 136
BENGKULU 1102 BALI :1.298 SULAWESI TENGGARA  : 52
JAMBI :B6 NUSA TENGGARA BARAT : 289 SULAWESI UTARA $323
KEP. BANGKA BELITUNG  : 181 NUSA TENGCGARA TIMUR 223 GORONTALO 47
SUMATERA SELATAN :516 KALIMANTAN BARAT 1276 MALUKU 1141
LAMPUNG : 553 KALIMANTAN UTARA s | MALUKU UTARA 136
BANTEN : 1.250 KALIMANTAN TENGAH  : 178 PAPUA 1247
PAPUA BARAT 159

SUMBER : DATA BNSP, JUNI 2020




SEBARAN MASTER ASESOR

TOTAL : 125 ORANG

SUMBER : DATA BNSP, JUNI 2020




BNSP GO DIGITAL

PENAMBAHAN

E-LISENSI RUANG
LINGKUP

SKEMA

PELATIHAN PEKERJA
LISENSI DOMESTIK

E-LEARNING

RE-LISENSI

PELATIHAN
ASESOR
KOMPETENSI

SURVEILLANCE

PENGAJUAN
RCC

SISTEM
INFORMASI
EKSEKUTIF

REGISTRASI
ASESI

STANDAR
PELAYANAN
PUBLIK

HELPDESK




# BNSP

B DvAR BASIOMNAL SERTIFINAS] PFROFES]

Kegiatan Data Informasi BNSP.Tahun 2019/2020

1

Lanjutan
membangun sistem
informasi BNSP

2

JE— Bimtek Penggunaan
Aplikasi Pelayanan
Sertifikasi

3

Media Sosial
- Videotron
- lklan Layanan Masyarakat
- Pameran
Leafleat
- Buku Data dan Informasi
- Dialog Interaktif Media TV
dan Radio
Rebranding
Lomba Logo BNSP
- Bilboard
- BNSP Award

— 4

Pengelolaan
Website

5

Pengembangan
sistem data dan
info LSP

6

Pengembangan
Pelayanan
Publik

e —

7

Penyusunan buku dan
Informasi sertifikasi

— 8

Call Center



# BNSP

BATVARN MARIOMAL SERTIFINAS] PROFESI

el

SN

Surat masuk
hardcopy/email

(o

ALUR PELAYANAN PERSURATAN.BNSP

Resepsionis
Menyampaikan ke
petugas persuratan

PROSES 10
HARI KERJA

1 hari

&y
—

Mengagendakan surat
masulk

Mendata semua
disposisi
Menyvampiakan surat
sesuai disposisi
Mendata tindak lanjut
dan respon hasil
disposisi

Memproses surat keluar
Rekap tindak lanjut dan
respon disampaikan ke
Ketua BMNSP

Tindak lanjut dan respon berupa

pelaksanaan tugas dan surat keluar

Petugas Persuratan’ ™" Ketua BNSP
Mendisposisikan

surat

=

Wakil Ketua BNSP

Q!\ £

Anggota BNS

— Ka. Set BNSP

1 hari 2 hari
- 2 -

'F -
T
Kabag

2 hari

1 hari



B DvAR BASIOMNAL SERTIFINAS] PFROFES]

|l._' ._J’_f“r !

ALUR LISENSI didahului — =
kegiatan APRESIASI

- Didata
- Dicek/validasi
Surat perrnnhnnan - Penjadwalan Apresiasi Pelaksaflaan Berita Acara
dari LSP - Draft Surat Undangan Apresiasi Apresiasi
’ ’
1 2 3 4 5
L] L] [ ]
Konsultasi Verifikasi kelengkapan Surat Undangan Hasil Apresiasi

dokumen CLSP Apresiasi




#BNS

B AR BALIOMNAL SERTIFIRASI FROFES]

1 Register setelah
dokumen lengkap

Laporan hasil asesmen
LKS ke bagian lisensi & kordinator 8
lisensi

Dokumen Perbaikan
disampaikan LSP ke Lead
asesor

Pencatatan dokumen dan

distribusi SK & Sertifikat 1 5
Lisensi

1 7 Terima SK Lisensi

" ToTAL90

HARI KERJA

ALUR PEMBERIAN LISENSI

2 Cek dokumen
ketercukupan

Hasil Asesmen 7
LKS

Cek ulang & buat bahan pantek
1 D pleno (Close LKS) Tim Asesmen

Tanda tangan SK &
Sertifikat Lisensi 1 5

Penyaksian Uji
18 Witness

3 Proses Pembuatan SPT

Pelaksanaan
Asesmean E

1 1 Bahan Pantek

Hasil pleno dibuatkan surat

keputusan 1 4

diberi / ditunda

1 g Hasil LKS Witness

SERTIFIKAT LISENSI

4 LSP Menerima SPT

Tim Asasor Lisensi 5
Verifikasi/ Asesmen

12 PANTEK

Rapat Pleno 13

Laporan Hasil witness LKS Ke
20 Bag. Lisensi & Kordinator
Lisensi

Cek, Verifikasi dan Close Tim
witness 2 1



#BNS

B AR BALIOMNAL SERTIFIRASI FROFES]

1 Register setelah
dokumen lengkap

Laporan hasil asesmen
LKS ke bagian lisensi & kordinator 8
lisensi

Dokumen Perbaikan
disampaikan LSP ke Lead
asesor

Pencatatan dokumen dan

distribusi SK & Sertifikat 1 5
Lisensi

1 7 Terima 5K Relisensi

‘' ToTAL 60

HARI KERJA

ALUR PEMBERIAN RELISENSI

2 Cek dokumen
ketercukupan

Hasil Asesmen 7
LKS

Cek ulang & buat bahan pantek
1 D pleno (Close LKS) Tim Asesmen

Tanda tangan SK &
Sertifikat Lisensi 1 5

3 Proses Pembuatan SPT

Pelaksanaan
Asesmean E

1 1 Bahan Pantek

Hasil pleno dibuatkan surat

keputusan 1 4

diberi / ditunda

SERTIFIKAT RELISENSI

4 LSP Menerima SPT

Tim Asesor Lisensi
Verifikasi/ Asesmen

12 PANTEK

Rapat Pleno

13



# BNSP
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Surat Pengajuan Minimal 28 hari
Kerja sebelum pelatihan Askom

Penyampaian
hasil ASKOM

!

Komtek hasil
pelatihan Askom

“  ToTALS0

HARI KERJA

ALUR PENGAJUAN ASKOM DAN RCC

Pengecekan kelengkapan
dokumen

Palaksanaan
ASKOM/RCC (5 Hari)

Draft Surat Keputusan
pelatihan Askom

—ie

Pengecekan ketercukupan dokumen
Validasi Dokumen

- Menyampalkan dokumen hasil verifikasi

5PT MA

Surat Keputusan Hasil
Pelatihan Askom

Terima Sertifikat
Askom/RCC

Surat persetujuan
pelaksanaan Pelatihan

!

Penjadwalan MA
dan Narsum

Cetak Sertifikat

!

Pencatatan dokumen
dan distribusi
Sertifikat Askom/RCC



ALUR PERMINTAAN.DATA OLEH EKSTERNAL

—_— —_— —_
Pihak external mengajukan Menerima Pengajuan permintaan data dan Menerima surat permintaan data dan Menerima Surat parmintaan data dan
permintaan data melaporkan kepada Ketua BNSP mengarahkan ke Kepala Sekretariat mengarahkan ke Kepala Bagian
[ T——
Menerima permintaan data dan
diserahkan ke Kepala Bagian jika Masviapian pemnistaan 0 sents) sure Menerima Surat permintaan data dan Menerima Surat permintaan data dan
setuju dan menyerahkan kepada Kepala Sub Baglan meminta data ke pihak Internal mengarahkan ke Kepala Sub Bagian
dish:;::‘::::m;:::;rﬁ:i::r:ka Menerima permintaan data, dan data sudah Menerima permintaan data yang sudah Menerima permintaan data
!-El;l-ll u | disetujui dan dikembalikan ke Kabag Datin disetujui dan diserahkan kepada kaset menyerahkan data kepada PHU
h—
Pihak external menerima data
L TOTAL 7 Mengirimkan data kepada pihak

HARI KERJA ﬂ BNSP extarnal






